ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan baru mengenai perluasan hak monopoli
dalam sistem hukum ekonomi nasional. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji
implementasi pemberian hak monopoli dan pengecualian maksimal kepada BUMN
beserta anak usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Selain
itu penelitian ini menelaah potensi disharmonisasi pengaturan tersebut dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang
mengandalkan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi hak monopoli berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena
ketiadaan parameter yang jelas mengenai diskresi Presiden dan belum adanya
peraturan pelaksana. Selain itu terdapat disharmonisasi normatif terhadap Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 akibat perluasan hak monopoli kepada entitas privat
yakni anak usaha BUMN tanpa penetapan setingkat undang-undang. Hal ini
mendistorsi persaingan usaha dan membatasi pengawasan otoritas antimonopoli
yaitu KPPU. Pemerintah perlu membentuk peraturan pelaksana yang transparan
untuk mengharmoniskan aturan tersebut.
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